
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perenunaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MXNTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASION

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KXP.95 / M.PPN / HK/ 05 / 20 79
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN ruJUAN
BERKELANJT-rTAN / SUSTATNABLE DEWLOPMENT 6o,4rt (IPB,/SDGS)

MENTTRI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

Menimbang bahwa pemerintah Indonesia telah meurberikan
sangat besar terhadap sektor-sektor terkait denSa

Tujuan Pembangunan Berkelanj utzn sebagaimana te

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2019;

bahwa upaya dalam nrencapai Tujuan Pembangunan
perlu ditangani secara lintas sektor, terkoordinasi, s

dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan,,

rraupun aspek evaluasiny a, sebagaimana tertuanS
Presiden Nomor 59 Tahun 2077 tentanS Pelaksa

Tujuan Pembangunan Berkelanjutanl

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dit.r

huruf a, dan huruf b, perlu clibentuk Tim Koordi
I'elaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanju
Deyelopnent Goals (TPB/SDGs) Tahun 20 1 9;

d bahwa pejabat dan pegawai yang nanl.anya te

Lanrpiran Keputusall ini dian5gap lnampll
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas se

Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan
Berkelanjutan/ Sustainable Developrnent Goals (TPB /
20"19;
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Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 ten

Peratutan Presiden Nomor 2 Tahun 2075 ten

Pelaksanaan An88 aran dan Belanja Negara sebagaimana
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahw 2018;

Pembangtnan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

Petatutan Presiden Nomor 7 Tahun 2075 ten
Kementerian NeSara;

5

6

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
P et encanaan P embangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 ten

7

8

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana
dengan Peraturan Presiden Nomor 2O Tahun 201,6;

Peraturan Presiden Nomor 59 TahLLn 2077 tentang
P enc ap ai an T ujuan P emb angunan Berkelanj utan ;

Petatutan Menteri Perencanaan Pembangunan Nas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4
tentang OrSanisasi dan Tata Kerja Kementeri.an

P emb angunan Nasional / Badan P e r enc anaan
sebagaimana telah disbah dengan Peratura
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pere

Nasional Nomor 6 Tahtn 2O1,7;

9 Pelaturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5

tentang Perenc anaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pe

Evaluasi Kegratan dan Anggaran;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan N
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan,
Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanj

MEMUTUSKAN:

A,/tenetapkan KEPUTUSAN MXNTERI PERENCANAAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

ruJUAN PEMBANGUNAN BIRKELANJLTTAN/

DEWLOPMENT GOAIS $PB / SDGS) TAHUN 20 1 9.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan
Berkelanjfian/ Sustainable Development Goals (TPB / SDGs)

untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi StrateSis Pe

Tahun 20'19, dengan susunan keanggotaan sebagaifiana
Lampfuan Keputusan ini.
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KEDUA Tinr Koordinasi Strategis Pelaksanaan TPB/SDGs Tahun 2O7

Pengarah,, Penanggung Jawab, Tim Pelaksan a dan Tenaga

Pengarah bertugas:

a. memberikan arahan dan koordinasi pelaks anazn; dan

b. memberikan arahan koordinasi lintas sektor kepada Tim

Penanggungiawab b er trgas:

a. fiemantau kemajran pelaksanaan dan memberi sar
prmasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan

b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

Tim Pelaksana bertugas :

a. melakukankoordinasipelaksanaanTPB/SDGs;

b. melaksanakan koordinasi teknis lintas sektor ter
TPB/SDGs;

c. melaksanakan koordinasi teknis untuk: (1) pelaksanaan
pen)rusunan dan pelaksanaan untuk pencapaian
nteliputi penyusunan peta jalan (Roadmap) , dan fasilitasi
Rencana Aksi Daerah (RAD), laporan tahunan, serta (3
dan ev aluasi p elaks anaan TPB / SDG s;

d. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, desiminasi,
advokasi, dan publikasi pelaksanaan TPB/SDGs;

melakukan koordinasi sumber-sumber W
pelaksanaan TPB/ SDGs; dan

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

e

a.

f. nrenyrrsun laporan pelaksanaan kegiatan Tim
Pelaksanaan TPB/SDGs deng an dlbantu oleh Sekretariat

Tenaga Pendukung bertugas:

membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam
kegiatan koordinasi TPB/SDGs; dan

b. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pela

KETUJUH Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Kepu
Perencanaan Pembangwnan Nasional/Kepala Badan
Pembangunan Nasional Nomor KEP.38 /M.PPN/HK/O3/2
Pembentukan Tinr Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan
Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB / SDGs)

dicabut dan dinyatakan tidakberlakr.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
Koordinasi StrateSis Pelaksanaan TPB/SDGS dibebankan
Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Ba
Anggaran 2079.
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KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ber
tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di J
pada tanggal 27 Me

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGI.]NAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PERf,NCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

RR. Rita
,r/' '.

Lrawatl

tid.

surut sejak

2019
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Ketua
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Wakil Ketua III

Kepala Sekretariat

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MXNTERI PPN,/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.95,/M.PPN/HK,/O

TANGGAL 27 AAEI2079

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Sekretaris Kementerian PPN/Se

Bappenas.

Deputi Bidang Kemaritiman dan
Alam, Kementerian PPN/Ba

2 Deputi Bidang Pemba
Masyarukat dan Kebudayaan,
PPN/Bappenas.

Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pe

Keamanan, Kementerian PPN/Bappena

Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi
Kementerian PPN/Bappenas.

1. Sekretaris Kementerian/Sekre
Kementerian PPN/Bappenas;

2. Sekretaris Kementerian Koo

Pembangunan Manusia dan Keb

3. Sekretaris Kementerian
Perekonomian;

4. Sekretaris Kementerian
Kemaritiman;

5. Sekretaris Kementerian Koo
Politik, Hukum, dan Keamanan;

6 Deputi Bidang Kepend
Ketenagaker j aan, Kementerian

Deputi Bidang Sarana
Kementerian PPN/Bappenas;

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PETAKSANAAN ruJUAN PEMBANGUN

BERKEIANJL.TTAN / S USTATNABLE DEWLOPMENT 6O,4Zt (IPB/SDGS)
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8 Deputi Bidang Regional,
PPN/Bappenas;

Deputi Bidang Pendanaan

Kementerian PPN/Bappenas;

Deputi Bidang PefiTantauan,

Pengendalian Pembangunan,
PPN/Bappenas;

Inspektur Utam a, Bappnasl

10.

11.

12.

16.

77.

18.

Staf Ahli Bidang Pemerutaan
Kementerian PPN/Bappenas;

13. Staf Ahli Bidang Sosial dan Pe

Kemiskinan, Kementerian PPN/B

74. Staf Ahli Bidang Pembangunan Se

15.

dan Infrastruktur, Kementerian

Staf Ahli Bidang Hubungan
Kementerian PPN/ Bappenas;

Sekretaris Jenderal Kementerian

Sekretaris Jenderal Kementerian

Sekretaris Jenderal Kemente
Sumber Daya Mineral;

Sekretaris Jenderal Kementerian
Kebrdayaan1,

20. Sekretaris Jenderul Kemen
Umum dan Perumahan Rakyat;

Sekretaris Jenderal Kementerian

Sekretaris Jenderal Kementerian

Sekretaris Jenderal Kementerian

Sekretaris Jenderal Kemente
dan Informatika;

Sekretaris Jenderal Kemente
Hidup dan Kehutanan;

26. Sekretaris Jenderul Kementerian
Perikanan;

Sekretaris Jendelal Kenlente

79.

25.

21.

22.

23.

27.
Hak Asasi Manusia;

. Direktur ...

Kementeri.an

bangunan.,

uasi dan
Kementerian

Kewilayahan,

nas;

r Unggulan
/Bappenas;

lembagaan,

hatan;

Energi dan

Pekerjaan

rindustrian;

rhubungan;

rtanian;

Komunikasi

Lingkungan

Kelattan dan

Hukum dan

2

dan

tat



-3-

30.

q'7

28. Direktur Perencanaan Makro
Statistik, Kementerian PPN/Ba

29. Direktur Keuangan Negara
Molleter, Kementerian PPN/Ba

Direktur Jasa Keuangan
Kementerian PPN/Bappenas;

37. Direktur Perdagangan, Investasi
Ekonomi Internasional,
PPN/Bappenas;

32. Direktur Industri, Pariwisata
Kreatif, Kementerian PPN/Ba

33. Direktur Tata Ruang dan
Kementerian PPN/Bappenas;

34. Direktur Pengembangan Wrla
Kementerian PPN/Bappenas;

35. Direktur Daerah Tertinggal, Tr
Perdesaan, Kementerian PPN/Ba

36. Direktur Perkotaan,
Permukiman, Kementerian PPN/

Direktur Otonomi Daerah.
PPN/Bappenas;

38. Direktur Pangan dan Pertanian
PPN/Bappenas;

39. Direktur Kehutanan dan
Daya Afu, Kementerian PPN/Ba

40. Direktur Kelautan dan
PPN/Bappenas;

47. Direktur Sumber Daya Energi,
P ertamb angan, Kementerian PPN

42. Direktur Lingkungan Hidup,
PPN/Bappenas;

43. Direktur Perencanaan
Perlindungan Sosial, Kementerian

44. Direktur Tenaga Kerja
Kese mpatan Kerja, Kemcirterian

dan Analisis

dan Analisis

Pe

Kerjasama
Kementerian

Ekonomi

Petanahan,

dan Kawasan,

asi dan
nas;

dan
nas;

Kementerian

Kementerian

Sumber

Kementerian

Mineral dan
Bappenas;

Kementerian

udukan dan
PPN/Bappena

Perluasan

/Bappenas;

4 Direktur . . .

BUMN,
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46.

50.

3J.

45. Direktur Penanggtiangan Ke

Kesejahteraan Sosial,
PPN/Bappenas;

Direktur Pengembangan
Menengah dan Koperasi,
PPN/Bappenas;

47. Direktur Kesehatan dan Grzi
Kementerian PPN/Bappenas;

48. Direktur Pendidikan dan Agama
PPN,/Bappenas;

49. Direktur Pendidikan Tinggi,
Kebuday aan, Kementerian PPN/

Direktur Keluarga, Perempuan,
dan Olahraga, Kementerian PPN/

51. Direktur Pengaian dan lr

JZ.

PPN/Bappenas;

Direktur Transportasi,
PPN/Bappenas;

Direktur Energi, Telekom
Informatika, Kementerian PPN/B

54. Direktur Kerjasama Pemerin

55. Direktur Politik dan Komunikasi
PPN/Bappenas;

56. Direktur Apatatar Negara,
PPN/Bappenas;

57. Direktur Hukum dan Regulasi,

PPN/Bappenas;

59. Direktur Peftahanan dan
Kementerian PPN/Bappenas;

60. Direktur Perencanaan dan
Pendanaan Pembangunan,
PPN/Bappenas;

dan
Kementerian

Kecil,
Kementerian

Masyarakat,

Kementerian

IPIEK dan
ppenas;

k, Pemuda

ppenas;

Kementerian

Kementerian

i dan
nas;

Swasta dan
/Bappenas;

Kementerian

Kementerian

Kementerian

Kerjasama
Kementerian

ngembangan
Kementerian

61. Direktur .. .

Rancang BanSun, Kementerian

58. Direktur Politik Luar Negeri
Pembangunan Internasional,
PPN/Bappenas;

Keamanan,
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61. Direktur Alokasi Pendanaan
Kementerian PPN/Bappenas;

62. Direktur Pendanaan Luar N
Kementerian PPN/Bappenas;

63. Direktur Pendanaan Luar Ne
Kementerian PPN/ Bappenas;

64 Direktur Sistem dan Prosed
P emb angunan, Kemente rian PPN

65. Direktur Sistem dan Pelaporan
Evaluasi dan Pengendalian
Kementerian PPN/ Bappenas;

Direktur Pemantauan, Ev

Pengendalian Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas;

67. Direktur Pemantauan, Ev
Pengendalian Pem

68 Inspektur Bidang
Kementerian PPN/Bappenas,
PPN/Bappenas;

Inspektur Bidang Kinerja
Kementerian PPN/Bappenas,
PPN/Bappenas;

70. Kepala Biro Hubungan Ma
Usaha Pimpinan, Kementerian

77 Kepala Biro Perencanaan, Or
Laksana, Kementerian PPN/Ba

Kepala Biro Hukum,
PPN/Bappenas;

73. Kepala Pusat Data dan I
P embangunan, Kementerian PPN

74. Kepala Pvsat Analisis Kebijakan
PPN/Bappenas;

75. Kepala Biro Umum,
PPN/Bappenas;

66.

69.

72.

mbangunan

erl Bilateral,

Multrlateral.

Pendanaan
Bappenas;

Petnantauan
mbangunan,

uasi, dan
Sektoral,

uasi, dan
Daerah,

si Umum,
Kementerian

embagaan,

t dan Tata
/Bappenas;

, dan Tata

Kementerian

Perencanaan
Bappenas;

Kementerian

Kementerian

76. Ir. W ingsih

Kementerian PPN/Bappenas;

Kementerian
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76. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.
Perencana Utama Kedepu
Kemaritiman dan Sumber
Kementerian PPN/Bappenas;

77. Kepala Sub Direltorat Sine
Penanggulangan Kemiskinan,
P enanggulangan Kemiskinan dan
Sosial, Kementerian PPN/Bappe

78. Kepala Sub Direktorat P

Pangan dan Pertanian, Ke

Bappenas;

79. Kepala Sub Direktorat Sumber
dan Pembiayaan Kesehatan, Dire
Masy arakat, Kementerian PPN/B

80. Kepala Sub Direktorat pendidi
Menengah, Direktorat Pendidika
Kementerian PPN/Bappenas;

81. Kepala Sub Direktorat
Perempuan dan Pengarustia
Direktorat Keluarga, Perem
Pemuda, dan Olahraga, Keme
Bappenas;

82. Kepala Sub Direktorat

83. Kepala Sub Direllorat
Ketenagaket j aan, Direktor
Perluasan Kesempatan

PPN/Bappenas;

84. Kepala Sub Direktorat
Industri, Pariwisata dan Eko
Kementerian PPN/Bappenas;

85. Kepala Sub Direktorat Mobili
Direktorat Perencanaan Kepe
Perlindungan Sosial,

PPN/Bappenas;

86. Kepala Sub Direktorat Analisis
Statistik, Direktorat Perenc

Analisis Statistik, Kementerian

7 . lGpala .. .

; Fungsional
Bidang

Daya Alam,

tas Program
Direktorat

Kesejahteraan

, Direktorat
terian PPN/

aya Manwsia
rat Gizi dan

ppenas;

Dasar dan
dan Agama,

mberdayaan
Gender,

, Anak,
terian PPN/

bangan dan
umber Daya
Itambangan,

isis Hukum
at Te Kerja dan
Kerja, Kementerian

Indu Direktorat
omL Kreatif,

s Penduduk,
udtkan dan
Kementerian

i dan
Makro dan

/Bappenas;

Konservasi Energi, Direktorat
Energi, Mineral dan
Kementerian PPN/Bappenas;
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87. Kepala Sub Direktorat Sani

Perkotaan, Perumahan, dan
Kementerian PPN/Bappenas.

88. Kepala Sub Direktorat Per

Perkotaan, Perumahan,, dan
Kenlenterian PPN/Bappenas;

89. Kepala Sub Direktorat Kon
Alam dan Keanekaragaman Ha
Lingkungan Hidup,
PPN/Bappenas;

Kepala Sub Direktorat Pe

Lingkungan Hidup, Direktora
Hidup, Kementerian PPN/Bappe

91. Kepala Sub Direktorat Perikan
Kelautan dan Perikanan.
PPN/Bappenas;

92. Kepala Sub Direktorat Daerah Ali
Konservasi Sumber Daya
Kehutanan dan Konserwasi S

Kementerian PPN/Bappenas;

93. Kepala Sub Direktorat Pe

Penegakan Hukum dan Hak
Direktorat Hukum dan
PPN/Bappenas;

94. Yuliarko Sukardi, ST, M.Eng.

D. TENAGA PXNDUKUNG : 1. Kardi, S.Sos;

2. Ida Nurhidayati;

3. Muh. Syafik Tri Widarso;

4. Agung Wibowo.

MENTER] PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

-/

90

RR. futa Erawati

, Direktorat
Permukiman,

, Direktorat
Permukiman,

Sumber Dava
ti, Direktorat
Kementerian

Hukum
Lingkungan

Direktorat
Kementerian

Sungai dan
Direktorat
Daya Air,

pan dan
Manusia,

Kementerian


